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BAB I
PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang Laporan KKL
Setiap Negara berkembang mempunyai komitmen dan orientasi terhadap pembangunan. Pembangunan yang dilaksanakan setiap negara berkembang mempunyai perbedaan prinsip yang dilandasi falsafah, hakekat, tujuan, strategi maupun kebijaksanaan dan program pembangunan oleh kepemimpinan kepala negaranya. Pembangunan yang dilakukan di negara berkembang secara global merupakan suatu proses kegiatan yang terencana dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, perubahan sosial, dan modernisasi bangsa guna meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. 
Untuk membangun suatu bangsa, ada hal mendasar yang harus diperhatikan oleh negara-negara berkembang yaitu hal yang menyangkut eksistensi kepemimpinan seorang pemimpin, baik dalam memimpin suatu negara maupun memimpin suatu institusi.
Kepemimpinan merupakan suatu yang dimiliki seorang pemimpin dalam memimpin suatu pekerjaan yang diembankan kepadanya. Dimana harus memperhatikan nilai-nilai kepemimpinan secara umum untuk melindungi harga diri dan martabatnya serta menjamin hak hidup untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan fitrah dan kodrat. Karena itu segala bentuk perlakuan yang mengganggu dan merusak hak-hak dasar, dalam berbagai bentuk pemanfaatan dan eksploitasi yang tidak berlandaskan hukum dalam memimpin harus segera dihentikan    tanpa    kecuali.   Karakter   kepemimpinan   individu  dapat dibentuk
Semenjak menginjak masa anak-anak samapai dewasa, dimana waktu untuk membentuk dan menentukan bagi individu untuk menjadi bertanggung jawab dan menjadi dewasa sepenuhnya. Dengan demikian akan sangat menentukan pola kepemimpinan yang berkualitas, dalam memimpin suatu organisasi atau institusi  pada masa akan datang. Namun demikian, dari banyak keadaan yang dihadapkan kepada pengalaman-pengalaman yang melebihi kemampuan mereka untuk mengatasi sesuatu sehingga pola kepemimpinan yang terbetuk menjadi suatu yang bersifat instan.  
Dalam suatu organisasi kepemimpinan merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Bagi suatu organisasi apapun jenisnya, kaderisasi kepemimpinan merupakan hal biasa dilakukan. Karena hal ini dapat dilakukan untuk tujuan regenerasi atau menjaring dalam rangka suksesi kepemimpinan, atau untuk pembekalan atau pemantapan para pengurus organisasi. 
Dalam rangka regenerasi kepengurusan institusi pemerintahan, maka institusi dapat menerapkan  pentingnya kegiatan yang menfasilitasi terwujudnya suatu organisasi yang tangguh. Untuk itu diharap banyak pemimpin memiliki bekal kepemimpinan organisasi, sehingga organisasi atau intitusi yang di pimpinnya dapat berperan serta secara maksimal melaksanakan tugas dan fungsinya, dalam mewujudkan upaya peningkatan kinerja aparatur atau pegawai yang ada, untuk lebih kondusif, nyaman, aman, damai, berkualitas serta berdaya saing. 
Kepemimpinan merupakan titik sentral dan penentu kebijakan dari kegiatan yang akan dilaksanakan dalam organisasi. Istilah pemimpin, kepemimpinan dan memimpin pada mulanya berasal dari kata dasar pimpin. Namun demikian ketiganya digunakan dalam konteks yang berbeda. Pemimpin adalah suatu peran dalam sistem tertentu karenanya seseorang dalam peran formal belum tentu memiliki ketrampilan kepemimpinan dan belum tentu mampu memimpin. Istilah Kepemimpinan pada dasarnya berhubungan dengan ketrampilan, kecakapan, dan tingkat pengaruh yang dimiliki seseorang oleh sebab itu kepemimpinan bisa dimiliki oleh orang yang bukan pemimpin. Dimana setiap perilaku yang dilakukan oleh seorang pemimpin akan pasti mempengaruhi orang yang ada dalam pengawsannya, agar dapat mencapai tujuan yang dikehendakinya. 
Setiap pemimpin di pastikan akan mempengaruhi orang-orang yang ada disekitarnya, agar orang-orang tersebut mampu untuk patuh terhadap mekanis serta  pengarahan-pengarahan rutin dalam organisasi.
Perkembangan teknologi di bidang pemerintahan, khususnya dalam pelaksanaan kepemimpinan kepala Bapeda diharapkan dapat meningkatkan semangat kerja dan supaya mempersiapkan pegawai yang profesional dibidangnya. 
Pengelolaan pegawai secara profesional dimulai sejak perekrutan pegawai, penyelesaian, pengklasifikasian, penempatan pegawai sesuai dengan kemampuan, penataran, dan pengembangan kariernya serta proses pemberhentian. Instansi atau lembaga, mempunyai banyak pegawai yang secara potensi berkemampuan tinggi tetapi tidak mampu berprestasi dalam kerja. Hal ini dimungkinkan karena kondisi psikologis dari jabatan yang tidak cocok, atau karena lingkungan tempat kerja yang tidak membawa rasa aman. Oleh karena itu, faktor manusia merupakan modal utama yang perlu diperhatikan oleh pemimpin atau kepala dalam suatu instansi atau lembaga.
Berdasarkan kendala di atas, maka untuk mengatasi masalah-masalah yang berhubungan dengan kepegawaian dan sumber daya aparatur suatu instansi atau lembaga diperlukan penempatan pegawai yang profesional dibidangnya, yang sesuai dengan keahliannya. Pegawai yang profesional di bidang inilah yang menempatkan pegawai sesuai dengan prosedur, sehingga terbentuk iklim atau suasana kerja yang harmonis. Pegawai yang bekerja sesuai dengan tugas yang dilimpahkan kepadanya, merasa nyaman dan cocok dengan pekerjaan yang telah diberikan kepadanya.


Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis mengangkat judul Kepemimpinan Kepala Badan Dalam Meningkatkan Semangat Kerja Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Perencanaan pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Barat Tahun 2009.

1.2   Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka untuk memfokuskan arah dan proses pembahasan dalam penyusunan laporan Kuliah Kerja Lapangan ini, penulis mengidentifikasikan masalah sebagai berikut :
1. Bagaimana interaksi dan harapan yang berlangsung antara pemimpin dan pegawai pada Badan perencanaan Pembangunan  Daerah (BAPPEDA) Dalam meningkatkan semangat kerja provinsi Jawa Barat tahun 2009?
2. Bagaimana motivasi yang di berikan pemimpin kepada pegawai  pada Badan perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Dalam meningkatkan semangat kerja provinsi Jawa Barat tahun 2009?
3. Bagaimana proses pertukaran informasi antara pimpinan dan pegawai pada Badan perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Dalam meningkatkan semangat kerja provinsi Jawa Barat tahun 2009?
4. Bagaimana perilaku pemimpin dalam mengambil suatu keputusan sesuai dengan tuntutan situasi pada Badan perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Dalam meningkatkan semangat kerja provinsi Jawa Barat tahun 2009?
1.3   Maksud dan Tujuan Laporan KKL
Adapun maksud dari Penelitian atau Kuliah Kerja Lapangan ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pelaksanaaan Kepemimpinan Kepala Badan Perencanaan Daerah Dalam Peningkatan Sumber Daya Aparatur di Badan Perencanaan Daerah (BAPEDA) Provinsi Jawa Barat. 
Adapun tujuan dari penyusunan usulan penelitian ini antara lain adalah:
1. Untuk mengetahui  interaksi dan harapan yang berlangsung antara pemimpin dan pegawai pada Badan perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Dalam meningkatkan semangat kerja provinsi Jawa Barat tahun 2009.
2. Bagaimana motivasi kepala Badan perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Dalam meningkatkan semangat kerja provinsi Jawa Barat tahun 2009.
3. Untuk mengetahui proses pertukaran informasi antara pimpinan dan pegawai pada Badan perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Dalam meningkatkan semangat kerja provinsi Jawa Barat tahun 2009.
4. Untuk mengetahui perilaku pemimpin dalam mengambil suatu keputusan sesuai dengan tuntutan situasi pada Badan perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Dalam meningkatkan semangat kerja provinsi Jawa Barat tahun 2009.

1.4  Kegunaan Laporan kkl
Adapun kegunaan penelitian ini di antaranya :
1. Untuk Kepentingan Penulis, Dengan diadakannya penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang pelaksanaan proses penelitian mulai dari pencarian masalah sampai dengan selesai dan juga sebagai ajang implementasi ilmu-ilmu ataupun teori-teori yang didapatkan selama perkuliahan..
2. Untuk Kepentingan Teoritis, Mengembangkan teori yang telah diperoleh di bangku kuliah dengan praktek dilapangan mengenai pentingnya pelaksanaan Kepemimpinan Kepala Badan Perencanaan Daerah Dalam Meningkatkan Semangat Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Barat.
3. Untuk Kepentingan Praktis, Memberikan masukan mengenai Kepemimpinan Kepala Badan Perencanaan Daerah Dalam Meningkatkan Semangat Kerja  Pegawai Negeri Sipil pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Barat.


1.5  Krangka Pemikiran
Sesuai dengan judul yang penulis ambil maka disini akan dijelaskan berbagai aspek yang menyangkut pembahasan tentang kepemimpinan. Dalam suatu organisasi kepemimpinan merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Bagi suatu organisasi apapun jenisnya, kaderisasi kepemimpinan merupakan hal biasa dilakukan. Karena hal ini dapat dilakukan untuk tujuan regenerasi atau menjaring dalam rangka suksesi kepemimpinan, atau untuk pembekalan atau pemantapan para pengurus organisasi. 
Dalam rangka regenerasi kepengurusan institusi pemerintahan, maka institusi dapat menerapkan  pentingnya kegiatan yang menfasilitasi terwujudnya suatu organisasi yang tangguh. Untuk itu diharap banyak pemimpin memiliki bekal kepemimpinan organisasi, sehingga organisasi atau intitusi yang di pimpinnya dapat berperan serta secara maksimal melaksanakan tugas dan fungsinya, dalam mewujudkan upaya peningkatan kinerja aparatur atau pegawai yang ada, untuk lebih kondusif, nyaman, aman, damai, berkualitas serta berdaya saing. 
Kepemimpinan merupakan titik sentral dan penentu kebijakan dari kegiatan yang akan dilaksanakan dalam organisasi. Istilah pemimpin, kepemimpinan dan memimpin pada mulanya berasal dari kata dasar pimpin. Namun demikian ketiganya digunakan dalam konteks yang berbeda. Pemimpin adalah suatu peran dalam sistem tertentu karenanya seseorang dalam peran formal belum tentu memiliki ketrampilan kepemimpinan dan belum tentu mampu memimpin. Istilah Kepemimpinan pada dasarnya berhubungan dengan ketrampilan, kecakapan, dan tingkat pengaruh yang dimiliki seseorang oleh sebab itu kepemimpinan bisa dimiliki oleh orang yang bukan pemimpin. 
Menurut Miftah Thoha dalam bukunya Kepemimpinan dalam Manajemen  yang dimaksud dengan kepemimpinan adalah aktivitas untuk mempengaruhi perilaku orang lain agar supaya mereka mau diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu (Thoha, 1983:123). Dimana setiap perilaku yang dilakukan oleh seorang pemimpin akan pasti mempengaruhi orang yang ada dalam pengawsannya, agar dapat mencapai tujuan yang dikehendakinya. 
Pimpinan yang berhasil adalah pimpinan yang dapat memodifikasi dan mengidentifikasi gaya kepemimpinan agar sesuai dengan situasi kerja diantaranya adalan menyangkut tentang panilaian yang dilakukan pada pimpinan oleh bawahanya tentang bagai man ia memimpin. Apabila gaya kepemimpinan sesuai dengan apa yang dikehendaki maka semangat kerja akan meningkat dan akhirnya akan terjadi integrasi dengan jabatan dan badan itu sendiri.
Menurut  nasrullah nazsir dalam bukunya yang berjudul dinamika kelompok dan kepemimpinan, menyebutkan beberapa indikator yang mempengaruhi keberhasilan suatu kepemimpinan, yaitu: 
1. Interaksi dan harapan
2. Motivasi
3. Exchange theory
4. Situasional 
(Nazsir Nasrullah, 2008:71)

Selanjutnya pengertian kepemimpinan menurut nasrullah nazsir diatas, bahwa suatu kepemimpinan di pengaruhi oleh interaksi dan harapan, Humanistic theory, Exchange theory, Situasional yang dimana hal tersebut merupakan suatu sistem yang saling berkaitan.
1. Dasar berpijak faktor interaksi dan harapan ini adalah pada tiga variabel utama yaitu: aksi reaksi, interaksi dan harapan. Seorang pemimpin dalam langkah awalnya harus mampu menunjukan suatu aksi. Sebagai cvontoh menawarkan harapan harapan pada pengikutnya, pencapaian tujuan bersamaserta hari esok yang lebih cerah.
Pada negara-negara demokrasi barat faktor interaksi dan harapan ini sering dipakai dalam kampanye partai. Akibatnya reaksi akan timbul dari orang yang dipimpin. Terlepas reaksi tersebut positif atau negatif atau juga kedua-duanya muncul. Akhirnya muncul interaksi antara yang dipimpin dengan yang memimpin.
Akan tetapi teori ini mensyaratkan bahwa pemimpin harus mampu menjaga kredibilitas dimata kelompok. Apabila harapan kelompok dikecewakan, saat itu juga mereka menunjukan reaksi yang pada akhirnaya dapat menurunkan kredibilitas pemimpin. Untuk hal itu faktor interaksi dan harapan ini menuntut pemimpin betul-betul memiliki sikap yang bertanggung jawab.
2. Dasar berpijak faktor motivasi/Humanistic theory ini berdasarkan suatu dalil menurut Mc Gregor “manusia karena sifatnya adalah orgasme yang dimotivasi; sedangkan organisasi karena sifatnya adalah tersusun dan terkendali; fungsi dari pemimpin adalah memberikan sejumlah kewenangan untuk bertindak guna menimbulkan motivasi bawahan.
Mc Gregor berpendapat (walau masih bersifat asumtif) dalam organisasi minimal dua golongn. Golongan X sebagai penolak gagasan dan pasif. Golongan Y sebagai penerima  gagasan dan memiliki motivasi dan suka bertanggung jawab. Usaha kelompok yang ada bagai mana mengupayakan golongan  Y sehingga menimbulkan human relationshif  antar mereka. Sehingga dapat terjadi penlaran sifat-sifat yang positif. Kalau hal tersebut terjadi maka tujuan organisasi untuk mencapai tujuan bersama akan tercapai.
3. faktor Exchange theory ini dikemukakan oleh Homas (1961,1974) yang konsepnya tersebut sebagai Behavioral sociological model of social exchange. Kemudian dikembangkan oleh Tibaut dan Kelli dengan konsepnya Exchange–theory. Theori ini mendasarkan suatu asumsi bahwa interaksi sosial menggambarkan suatu bentuk tukar-menukar, dalam hal ini anggota-anggota kelompok memberikan kontribusi dengan pengorbanan-pengorbanan mereka sendiri dan menerima imblan pengorbanan kelompok atau anggota lainnya.
4. Tokoh utama dari faktor situasional ini ialah Paul Hersey dan Kenneth H. Balanchard. Menurut faktor ini gaya kepemimpinan selalu berbeda denga tuntutan situasi. Pimpinan sebelum bertindak dituntut untuk dapat mendiagnoosa situasi yang di hadapi. Oleh karena iti pimpinan dituntut mengubah perilaku sesuai dengan tuntutan situasi dan kenbutuhan saat itu.

Sedangkan menurut Stephen Robbins dalam bukunya pinsip-prinsip Perilaku Organisasi mengatakan bahwa kepemimpian adalah kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok untuk mencapai tujuan. Jadi dalam memimpinn setiap pemimpin di pastikan akan mempengruhi orang-orang yang ada disekitarnya, agar orang-orang tersebut mampu untuk patuh terhadap mekanis serta  pengarahan-pengarahan rutin dalam organisasi.
Selanjutnya menurut Ngalim Purwanto dalam bukunya Administrasi dan Supervisi Pendidikan mengatakan bahwa kepemimpinan adalah:
“sekumpulan dari serangkaian kemampuan dan sifat-sifat kepribadian, termasuk didalamnya kewibawaan untuk dijadikan sebagai sarana dalam rangka meyakinkan yang dipimpinnya agar mereka mau dan dapat melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya dengan rela, penuh semangat, ada kegembiraan batin, serta merasa tidak terpaksa (1991:26)”.

Setiap orang yang berkemampuan untuk memimpin baik dalam memmimpin organisasi maupun suatu institusi kecil, setiadaknya harus memiliki kepribadian yang cukup baik, serta menjalankan semua tugas yang diembannya dengan penuh tanggung jawab. 
Dari pengertian diatas kepemimpinan mengandung beberapa unsur pokok antara lain: kepemimpinan  melibatkan orang lain dan adanya situasi kelompok atau organisasi tempat pemimpin dan anggotanya berinteraksi, di dalam kepemimpinan terjadi pembagian kekuasaan dan proses mempengaruhi bawahan oleh pemimpin, dan adanya tujuan bersama yang harus dicapai.
Dari sini dapat dipahami bahwa tugas utama seorang pemimpin dalam menjalankan kepemimpinannya tidak hanya terbatas pada kemampuannya dalam melaksanakan program-program saja, tetapi lebih dari itu yaitu pemimpin harus mampu melibatkan seluruh lapisan organisasinya, anggotanya atau masyarakatnya untuk ikut berperan aktif sehingga mereka mampu memberikan kontribusi yang positif, dalam hal ini usaha meningkatkan kinerja aparatur atau pegawai yang ada pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Jawa Barat.
Menurut Kartini Kartono dalam bukunya Manajemen Pemerintahan Indonesia (1982), pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan memiliki kelebihan-kelabihan, khususnya kecakapan dan kelebihan di satu bidang sehinggaa dia mampu mempengaruhi orang lain  untuk bersama-sama melakukan aktifitas tertentu demi pencapaian tujuan atau beberapa tujuan.
Jadi pemimpin itu adalah orang yang memiliki satu atau beberapa kelebihan sebagai predisposisi (bakat yang dibawa sejak lahir) dan merupakan kebutuhan dari suatu situasi atau zaman sehingga orang itu mempunyai kekuatan dan kewibawaan untuk mengarahkan dan membimbing bawahan. Pemimpin juga mendapat pengakuan serta dukungan dari bawahan dan mau nenggerakan kearah tujuan tertentu.
Kalau kita mengkaji arti dan definisi kepemimpinan dan pemimpin di atas maka akan ada sejumlah konsep yang harus mendapatkan perhatian lebih. Pertama dalam kepemimpinan ada pemimpin yang dapat mempengaruhi dan ada pengikut (bawahan) yang mematuhi pemimpin. Kedua, pemimpin yang dapat mempengaruhi dan menimbulkan kepatuhan pada bawahannya manakala pemimpin memiliki kewibawaan, kemampuan dan kekuasaan. Ketiga, kewibawaan pemimpin dan kemampuan mempengaruhi merupakan faktor determinan yang membangkitkan ketataan secara spontan bawahan / pengikut kepada pemimpin.
Dalam menjalankan roda organisasi, tidak bisa tidak pasti memerlukan seorang pemimpin yang memiliki sejumlah kemampuan tertentu. Demikian juga, dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan diperlukan seorang pemimpin yang memiliki :
1. Kemampuan manajerial, yaitu kamampuan untuk memanfaatkan dan mengerahkan sumber daya agar dapat digerakan dan dan diarahkan bagi tercapainya tujuan melalui kegiatan orang lain.
2. Kemampuan leadership yaitu kemampuan untuk memimpin, mempengaruhi, mengarahkan orang (SDM) agar timbul pengakuan, ketaatan serta memiliki kemampuan, kesadaran untuk melakukan kegiatan (mengambil langkah–langkah) bagi tercapainya tujuan.
Setiap orang yang berkemampuan untuk memimpin baik dalam memmimpin organisasi maupun suatu institusi kecil, setiadaknya harus memiliki kepribadian yang cukup baik, serta menjalankan semua tugas yang diembannya dengan penuh tanggung jawab.
Sehubungan dengan hal-hal yang dikemukakan diatas maka Rivai veithzal dalam bukunya “kepemimpinan dan perilaku organisasi” mengemukakan adanya  peran kepemimpinan dalam pengambilan keputusan. Kepemimpinan sangat besar perannya dalam setiap pengambilan keputusan,sehingga membuat keputusan dan mengambil tanggung jawab terhadap hasilnya adalah salah satu tugas seorang pemimpin. 
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, jika pemimpin tidak dapat membuat keputusan, dia (seharusnya) tidak dapat menjadi pemimpin. Kepentingan mendasar dari pengambilan keputusan ini ditunjukan dengan adanya pembahasan khusus tentang hal ini dalam beberapa disiplinilmu. Filsafat,ekonomi, matematika , dan ilmu-ilmu sosial telah memberikan kontribusi bagi pengertian yang lebih baik bagaimana sebuah keputusan dibuat, atau seharusnya dibuat.
Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi perilaku Seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu pada situasi tertentu. Kepemimpinan merupakan masalah sosial yang di dalamnya terjadi interaksi antara pihak yang memimpin dengan pihak yang dipimpin untuk mencapai tujuan bersama, baik dengan cara mempengaruhi, membujuk, memotivasi dan mengkoordinasi. 
kepemimpinan kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam meningkatkan semangat kerja Pegawai Negeri Sipil atau Civil Servant merupakan salah satu organ penting bagi eksistensi suatu negara, keberadaan Pegawai Negeri Sipil selain sebagai bagian dari eksekutif juga terdapat pada organ-organ kenegaraan lainnya seperti  lembaga yudikatif maupun lembaga legislatif.
Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka definisi operasional dalam penelitian ini adalah:
1. Kepemimpinan adalah sebagai suatu proses dimana kepala dinas digambarkan memberikan perintah atau pengarahan, bimbingan atau mempengaruhi pekerjaan aparatur (pegawai negeri sipil) dalam memilih dan mencapai tujuan yang telah ditentukan atau ditetapkan.
2. Kepemimpinan di pengaruhi oleh empat faktor sebagai berikut:
a) Dasar berpijak faktor interaksi dan harapan ini adalah pada tiga variabel utama yaitu: aksi reaksi, interaksi dan harapan. Seorang pemimpin dalam langkah awalnya harus mampu menunjukan suatu aksi. Sebagai cvontoh menawarkan harapan harapan pada pengikutnya, pencapaian tujuan bersamaserta hari esok yang lebih cerah.
b)  Dasar berpijak faktor Humanistic theory ini berdasarkan suatu dalil menurut Mc Gregor “manusia karena sifatnya adalah orgasme yang dimotivasi; sedangkan organisasi karena sifatnya adalah tersusun dan terkendali; fungsi dari pemimpin adalah memberikan sejumlah kewenangan untuk bertindak guna menimbulkan motivasi bawahan.
c) faktor Exchange theory ini dikemukakan oleh Homas (1961,1974) yang konsepnya tersebut sebagai Behavioral sociological model of social exchange. Kemudian dikembangkan oleh Tibaut dan Kelli dengan konsepnya Exchange–theory. Theori ini mendasarkan suatu asumsi bahwa interaksi sosial menggambarkan suatu bentuk tukar-menukar, dalam hal ini anggota-anggota kelompok memberikan kontribusi dengan pengorbanan-pengorbanan mereka sendiri dan menerima imblan pengorbanan kelompok atau anggota lainnya.
d) Tokoh utama dari faktor situasional ini ialah Paul Hersey dan Kenneth H. Balanchard. Menurut faktor ini gaya kepemimpinan selalu berbeda denga tuntutan situasi. Pimpinan sebelum bertindak dituntut untuk dapat mendiagnoosa situasi yang di hadapi. Oleh karena iti pimpinan dituntut mengubah perilaku sesuai dengan tuntutan situasi dan kenbutuhan saat itu.
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1.6  Metode Dalam laporan KKL
 1.6.1 Metode Dalam laporan KKL
Metode yang penulis gunakan adalah metode deskriptif karena peneliti memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif atau mendetail. Subjek yang diteliti yakni pemerintah desa sebagai pelaksana dan satu unit lembaga (masyarakat) sebagai penerima program.
	Pengertian metode deskriptif adalah : “Penelitian Deskriptif bermaksud membuat pemeriaan (penyandaraan) secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu”. (Usman dan Akbar 1995:4)
	Metode ini menggunakan penggambaran dari masalah yang ada di lapangan dengan melihat faktor-faktor pendukungnya.

1.6.2 Teknik pengumpulan data 
Studi pustaka, yaitu dengan membaca dan mencari buku-buku, majalah dan surat kabar yang berhubungan dengan sumber-sumber PAD.
a. Studi lapangan, yaitu dengan mengamati dan terjun langsung ke lapangan untuk mengetahui tentang pengelola keuangan di daerah.
b. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung permasalahan yang ada dengan menggunakan indera penglihatan.

1.7	Lokasi dan Waktu KKL
Lokasi yang diambil sebagai tempat penelitian adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang beralamatkan di Jln.Ir.H Juanda No 218 Tlp 022-2516061 Bandung 40153.





Tabel 1.1

Jadwal Kegaitan penelitian



	No
	Kegiatan
	Tahun 2009

	
	
	Mei
	Agus
	Sep
	Okt
	Nov
	Des

	1
	Mengajukan surat ke Badan Perencanaan Daerah
Provinsi jawabarat
	
	
	
	
	
	

	2
	Pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan
	
	
	
	
	
	

	3
	Pengumpulan data
	
	
	
	
	
	

	4
	Penulisan laporan
	
	
	
	
	
	

	5
	Pengumpulan laporan
	
	
	
	
	
	


















BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1  Kepemimpinan 
2.1.1 Pengertian Kepemimpinan
Kepemimpinan merupakan proses mempengaruhi orang lain untuk mengambil langkah-langkah atau tindakan untuk menuju suatu saran bersama. Karena itu kepemimpinan adalah kegiatan untuk mempengaruhi orang lain untuk mau bekerja untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
Ordway Tead (1954) mendefinisikan kepemimpinan sebagai kegiatan mempengaruhi orang lain agar mau bekerjauntuk mencapai tujuan yang di inginkan. Howard H. Hoyt mengartikan kepemimpinan sebagi seni untuk mempengaruhi tingkah laku manusia, termasuk kedalamnya kemempuan membimbing. Kimbali Yeung mengartiakan kepemimpinan sebagai bentuk dominasi yang didasari kemampuan pribadi yang sanggup mendorong atau mengajak orang lain untuk berbuat sesuatu berdasarkan akseftasi/penerimaan oleh kelompoknya dan memiliki keahlian khusus yang tepat bagi situasi khusus.
Antara kepemimpinan dan pemimpin memiliki kaitan yang erat. Di samping kata kepemimpinan merupakan bentukan kata  dari imbuhan ke-an dan dasar pemimpin; pemimpin pada dasarnya adalah orang yang melaksanakan kepamimpinan. Namun demikian ada perbedaan tegas antara kepamimpinan dengan  pemimpin merujuk pada pribadi seseorang.
Menurut Kartini Kartono (1982), pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan memiliki kelebihan-kelabihan, khususnya kecakapan dan kelebihan di satu bidang sehinggaa dia mampu mempengaruhi orang lain  untuk bersama-sama melakukan aktifitas tertentu demi pencapaian tujuan atau beberapa tujuan.
Jadi pemimpin itu adalah orang yang memiliki satu atau beberapa kelebihan sebagai predisposisi (bakat yang dibawa sejak lahir) dan merupakan kebutuhan dari suatu situasi atau zaman sehingga orang itu mempunyai kekuatan dan kewibawaan untuk mengarahkan dan membimbing bawahan. Pemimpin juga mendapat pengakuan serta dukungan dari bawahan dan mau nenggerakan kearah tujuan tertentu.
Kalau kita mengkaji arti dan definisi kepemimpinan dan pemimpin di atas maka akan ada sejumlah konsep yang harus mendapatkan perhatian lebih. Pertama dalam kepemimpinan ada pemimpin yang dapat mempengaruhi dan ada pengikut (bawahan) yang mematuhi pemimpin. Kedua, pemimpin yang dapat mempengaruhi dan menimbulkan kepatuhan pada bawahannya manakala pemimpin memiliki kewibawaan, kemampuan dan kekuasaan. Ketiga, kewibawaan pemimpin dan kemampuan mempengaruhi merupakan faktor determinan yang membangkitkan ketataan secara spontan bawahan/pengikut kepada pemimpin. 
Sedangkan menurut J. Robert Clinton dalam bukunya, The Making of A Leader dan dimodifikasi oleh Y. Tomatala, dalam bukunya, Kepemimpinan Yang Dinamis, mengatakan bahwa kepemimpinan adalah:
“suatu proses terencana yang dinamis melalui suatu periode waktu dalam situasi yang di dalamnya pemimpin menggunakan perilaku atau gaya kepemimpinan yang khusus dan sarana serta prasarana kepemimpinan atau sumber-sumber untuk memimpin atau mempengaruhi bawahan atau pengikut-pengiku) guna melaksanakan tugas atau menyelesaikan pekerjaan dalam upaya pencapaian tujuan yang menguntungkan secara  timbal balik, bagi pemimpin dan bawahan serta lingkungan sosial di mana mereka ada/hidup”

Disamping itu juga, pengertian–pegertian kepemimpinan diatas juga menunjukan ada sejumlah variabel–variabel penting, yaitu:
1. Pemimpin sebagai orang yang menjalankan fungsi kepemimpinan.
2. Pengikut sebagai kelompok orang yang berkedudukan yang mengikuti pemimpin.
3. Situasi sebagai kondisi atau keadaan yang melingkupi kepemimpinan tersebut.
Tiga variabel tersebut mempengaruhi apa yang dilakukan oleh pemimpin tersebut atau dapat dikembangkan keputusan yang tepat sesuai dengan karakteristik ketiga variabel tersebut. Misalnya seorang pengikut berpendidikan randah maka diperlukan pemimpin yang kreatif dan dinamis serta pandai memberi suri tauladan.

2.1.2 Karakreristik Kepemimpinan
Seperti telah diuraikan diatas bahwa kepemimpinan memiliki sejumlah kelebihan dibandingkan dengan bawahannya, namun kelebihan seseorang belum tentu dapat mndorong sebuah kepemimpinanyang efektif.hal ini trgantung kepada karakteristik kepemimpinan yang bersangkutan,adapun karakteristik kepemimpinan yang efektif karena didorong oleh:
(1) Motivasi dan bakat seseorang yang menimbulkan kepemimpinan seperti:
a. Penuh inisiatif,energik,ambisitekun dan proaktif dalam mengejar sasaran.
b. Mempunyai keinginan memimpin tetapi tidak mengharapkan kekuasaan
c. Jujur,memiliki integritas tinggi, dan dapat dipercaya
d. Memiliki rasa percaya diri yaang tinggi dalam memikul tanggung jawab
e. Sering kali lebih kreatif
f. Bisa fleksibel
(2) Memiliki pengetahuan, keahlian dan kemampuan yang menimbulkan kepemimpinan,seperti:
a. Memiliki pengetahuan yang luas baik intern organisasi maupun ekstern organisasi
b. Memiliki keahlian dan dalam hubungan antara manusia,membangun jaringan komunikasi memecahkan masalah,mengambil keputusan,menetapkan sasaran
c. Memiliki kemampuan kognitif terutama kemampuan mengolah informasi dan memadukan dan menarik kesimpulan yang logis.
(3) Memiliki visi yang jelaskarena visi merupakankomponen vital yang menjadi daya dorong bagi pimpinan dalam hal:
a. Menetapkan apa yang harus dikerjakan agar visi dapat terwujud.
b. Mengartikulasikan artikulasi tersebut dengan ringkas
c. Memformulasikan visi strategis
d. Mengembangkan komitmendiantara pengikutdengan cara yang jelas
e. Mengimplementasikan visi serta berusaha merealisasikannya.
Karakteristik kepemimpinan seseorang dapat dilihat dari kapasitas kepemimpinannya. Sedangkan kapasitas kepemimpinan seseorang dapat diukur dari:
(1) Kemampuan mengambil keputusan, terutama berani menggambil keputusan, tanggung jawab atas resiko dari hasil keputusan dan pengambilan keputusan dalam memecahkanmasalah. Kemampuan dapat dilihat dari langkah-langkahseorang pemimpin dalam mengambil keputusan. Apakah identifikasi masalah untuk untuk melekukan perlunya pengambilan keputusan dilakukan dengan tepat, baik dan benar.
(2) Pertanggungjawaban (akuntabilitas) pemimpin secara terbukasecara transparan dan tidak rekayasa. Kapasitas kepemimpinan ini sangata diperlukan untuk penciptaan good governance yaitu pemerintahan yang bersih, berwibawa dan terpercaya.

2.1.3 Fungsi Kepemimpinan
Menurut William R. Lassey Dalam bukunya Dimension of Leadership, menyebutkan dua macam fungsi kepemimpinan, yaitu kepemimpinan, yaitu :
1. Fungsi Menjalankan Tugas Fungsi ini harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.Yang tergolong fungsi ini adalah:
a. Kegiatan berinisiatif, antara lain usul pemecahan masalah, menyarankan gagasan–gagasan baru,dan sebagainya.
b. Mencari informasi, antara lain mencari klasifikasi terhadap usul–usul atau saran serta mencari tambahan informasi yang diperlukan.
c. Menyampaikan data atau informasi yang sekiranya ada kaitannya dengan pengalamannya sendiri dalam menghadapi masalah yang serupa.
d. Menyampaikan pendapat atau penilaian atas saran–saran yang diterima.
e. Memeberikan penjelasan dengan contoh–contoh yang lebih dapat mengembangkan pengertian.
f.  Menunjukkan kaitan antara berbagai gagasan atau saran-saran dan mencoba mengusulkan rangkuman gagasan atau saran menjadi satu kesatuan.
g. Merangkum gagasan-gagasan yang ada kaitannya satu sama lain menjadi satu dan mengungkapkan kembali gagasan tersebut setelah didiskusikan dalam kelompok.
h.  Menguji apakah gagasan-gagasan tersebut dapat dilaksanakan dan menilai keputusan-keputusan yang akan dilaksanakan.
i. Membandingkan keputusan kelompok dengan standar yang telah ditetapkan dan mengukur pelaksanaannya dengan tujuan yangb telah ditetapkan.
j. Menentukan sumber-sumber kesulitan, menyiapkan langkah-langkah selanjutnya yang diperlukan, dan mengatasi rintangan yang dihadapi untuk mencapai kemajuan yang diharapkan.


2. Fungsi pemeliharaan Fungsi ini mengusahakan kepuasan, baik bagi pemeliharaan dan pengembangan kelompok untuk kelangsungan hidupnya. Yang termasuk fungsi ini antara lain:
a. Bersikap ramah, hangat dan tanggap terhadap orang lain, mau dan dapat memujiorang lain atau idenya, serta dapat menerima dan menyetujui sumbangan fikiran orang lain.
b. Mengusahakan kepada kelompok, mengusahakan setiap anggota berbicara dengan waktu yang dibatasi, sehingga anggota kelompok lain berkesempatan untuk mendengar.
c. Menentukan penggunaan standar dalam pemilihan isi, prosedur dan penilaian keputusan serta mengingatkan kelompok untuk meniadakan keputusann yang bertentangan dengan pedoman kelompok
d. Mengikuti keputusan kelompok, menerima ide orang lain, bersikap sebagai pengikut/pendengar sewaktu kelompok sedang berdiskusi dan mengambil keputusan.
e. Menyelesaikan perbedaan-perbedaan pendapat dan bertindak sebagai penengah untuk mengkompirmasikan pemecahan masalah.
Disamping kedua pendapat tersebut tentang fungsi kepemimpinan, pendapat lain mengemukakan bahwa fungsi kepemimpinan adalah memberikan pendapat yang terakhir mengatakan bahwa fungsi kepemimpinan adalah menciptakan struktur untuk pencapaian tujuan, mempertahankan dan mengamankan integritas organisasi dan medamaikan perbedaan yang terjadi dalam kelompok menuju ke arah kesepakatan bersama.
2.1.4 Tugas Pokok Kepemimpinan
Tugas pokok seorang pemimpin yaitu melaksanakan fungsi-fungsi manajemen seperti yang telah disebutkan sebelumnya yang terdiri dari: merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, dan mengawasi.
Terlaksananya tugas-tugas tersebut tidak dapat dicapai hanya oleh pimpinan seorang diri, tetapi dengan menggerakan orang-orang yang dipimpinnya. Agar orang-orang yang dipimpin mau bekerja secara erektif seorang pemimpin di samping harus memiliki inisiatif dan kreatif harus selalu memperhatikan hubungan manusiawi. Secara lebih terperinci tugas-tugas seorang pemimpin meliputi: pengambilan keputusan menetapkan sasaran dan menyusun kebijaksanaan, mengorganisasikan dan menempatkan pekerja, mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan baik secara vertikal (antara bawahan dan atasan) maupun secara horisontal (antar bagian atau unit), serta memimpin dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
Secara umum, tugas-tugas pokok pemimpin adalah Melaksanaan Fungsi Managerial, yaitu berupa kegiatan pokok meliputi pelaksanaan :

a. Penyusunan Rencana
b. Penyusunan Organisasi Pengarahan Organisasi Pengendalian Penilaian
c. Pelaporan
d. Mendorong (memotivasi) bawahan untuk dapat bekerja dengan giat dan tekun
e. Membina bawahan agar dapat memikul tanggung jawab tugas masing-masing secara baik
f. Membina bawahan agar dapat bekerja secara efektif dan efisien
g. Menciptakan iklim kerja yang baik dan harmonis
h. Menyusun fungsi manajemen secara baik
i. Menjadi penggerak yang baik dan dapat menjadi sumber kreatifitas
j. Menjadi wakil dalam membina hubungan dengan pihak luar

2.2  Semangat Kerja
2.2.1 Faktor-Faktor Kepemimpinan Yang Mempengaruhi   Semangat Kerja 
Menurut  Sondang P. Siagian dalam bukunya yang berjudul Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja, menyebutkan beberapa indikaror yang mempengaruhi keberhasilan suatu kepemimpinan, yaitu: 
5. Interaksi dan harapan
6. Humanistic theory
7. Exchange theory
8. Situasional 
(Sondang P. Siagian,2002:91-116)

Selanjutnya pengertian kepemimpinan menurut Sondang P. Siagian diatas, bahwa suatu kepemimpinan di pengaruhi oleh interaksi dan harapan, Humanistic theory, Exchange theory, Situasional yang dimana hal tersebut merupakan suatu sistem yang saling berkaitan diantaranya sebagai berikut:
a. Teori ini menekankan bahwa kekuatan kecenderungan berperilaku tertentu tergantung pada kuatnya harapan bahwa,perilaku tersebut akan diikuti oleh keluaran tertentu dan oleh kuatnya daya tarik keluaran itu bagi orang yang bersangkutan. Dalam penerapannya, makna teori itu ialah, bahwa seorang karyawan akan bersedia melakukan apa yang lebih besar bila diyakininya bahwa upaya itu akan berakibat pada imbalan yang lebih besar dan dari organisasi seperti bonus yang lebih besar, kenaikan gaji serta promosi, dan kesemuanya itu memungkinkan yang bersangkutan untuk mencapai tujuan-tujuan pribadinya.
b. Motivasi/Humanistic  theory atau Humanistik theory bahwa manusia adalah organisme yang dimotivasi, sedangkan organisasi sifatnya menyusun dan mengendalikan. Fungsi kepemimpinan ini adalah membuat organisasi sedemikian rupa sehingga memberikan sedikit kebebasan kepada individu untuk mewujudkan motivasinya sendiri yang potensial untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya seperti fisiologis, keamanan, social, dan sebagainya.
c. Teori pertukaran exschange theory terjadi proses interaksi social, pertukaran memberi dan menerima antara kelompok dengan segala imbalannya
d. Teori situasional Keberhasilan seorang pemimpin menurut teori situasional ditentukan oleh ciri kepemimpinan dengan perilaku tertentu yang disesuaikan dengan tuntutan situasi kepemimpinan dan situasi organisasional yang dihadapi dengan memperhitungkan faktor waktu dan ruang. Faktor situasional yang berpengaruh terhadap gaya kepemimpinan tertentu menurut Sondang P. Siagian (1994:129) adalah* Jenis pekerjaan dan kompleksitas tugas

2.2 Upaya Kepemimpinan Dalam Membina Semangat Kerja
Membina semangat kerja pegawai perlu dilakukan secara terus-menerus agar mereka menjadi terbiasa mempunyai semangat kerja yang tinggi. Pembinaan semangat kerja akan dapat berhasil jika pimpinan benar-benar menempatkan dirinya bersama-samadengan karyawan dan berusahamemperbaiki kondisi kerja agar kondusifsehingga suasana kerja turut mendukungterbinanya semangat kerja.
 Menurut Saydam (1996), keberhasilan pembinaan semangat kerja sangat tergantung padasupervisi yang bermutu, kondisi kerja yangmenyenangkan, adanya kesempatan untukberpartisipasi, hubungan yang harmonis,dan adanya aturan main yang jelas. Selainitu, teknik pengawasan dan kebijakanmanajemenmeliputi pengawas berusahaagar karyawan mempunyai minat kerjayang besar, memberi pujian, ada hubungantimbal balik antara perusahaan denganmasyarakat, kondisi fisik pekerjaan,kesempatan, peralatan kerja, dan proseduruntuk memperhatikan keluhan karyawan.
Menurut Zainun (2004), beberapa usaha positif dalam rangkamenyelenggarakan motivasi untukmeningkatkan semangat kerja, yaituorientasi, supervisi, partisipasi, komunikasi,rekognasi, delegasi, kompetisi, integrasi,dan motivasi silang.
Apabila makna pekerjaan adalah positif, maka seorang karyawan diharapkan bekerja produktif.Positif dimaksudkan bahwa pegawai memandang pekerjaan yang dikerjakan harus diselesaikan dengan semangat kerja yang tinggi..



BAB III
OBJEK PENELITIAN

3.1 Gambaran Umum  BAPPEDA Provinsi Jawa Barat
3.1.1 Sejarah BAPPEDA Provinsi Jawa Barat
	Pada tahun 1969 Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat telah memiliki suatu Badan yang menangani masalah pembangunan yang disebut badan Perancang Pembangunan daerah (BAPPEMDA). Badan ini dibentuk berdasarkan SK Gubernur No. 163 Tahun 1969 tanggal 16 Agustus 1969, Badan ini meriupakan embrio dari Badan Perencanaan Pembangunan di Daerah Jawa Barat.
Pada Tahun 1972 Jawa Barat telah menyempurnakan badan Perencanaan yang disebut Badan Perancang Pembangunan Kotamadya yang disebut BAPPEMKO untuk Kotamadya dan BAPPEMKA untuk Kabupaten BAPEMKO merupakan Badan Perencanaan yang pertama di Indonesia yang bersifat regional dan lokal yang ditetapkan dengan SK Gubernur Propinsi Jawa Barat No. 43 tahun 1972, setelah berjalan selama 2 tahun kedudukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah baru dikukuhkan dan diakui dengan SK Presiden No. 15 Tahun 1974 untuk Badan Perencanaan Pembangunan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, sedangkan untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II, SK Gubernur masih tetap berlaku .
Surat Keputusan Presiden No. 27 Tahun 1980 mempertegas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II diakui secara Nasional, dengan SK Presiden tersenut lahirlah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II atau BAPPEDA Tingkat II. Pertimbangan yang mendasari terbitnya SK Presiden No. 27 tahuan 1980 yaitu :
a. Untuk meningkatkan keserasian pembangunan di daerah diperlakukan adanya peningkatan keselarasan antara pembangunan sektoral dan pembangunan regional.
b. Untuk menjamin laju perkembangan, keseimbangan dan kesinambungan pembangunan di daerah diperlukan perencanaan yang menyeluruh, terarah serta terpadu.
Pembentukan BAPPEDA Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung berdasarkan Perda No. 21 tahun 1981 dan Perda No. 24 tahun 1981 telah mengalami penyesuian sejalan dengan perubahan paradigma pembangunan. BAPPEDA Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung berkedudukan di Daerah Tingkat II Bandung merupakan Badan Staff yang langsung berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikotamadya daerah Tingkat II Bandung. BAPPEDA Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung mempunyai hubungan fungsional dengan BAPPENAS (Badan Perencanaan Pembangunan Nsional) maupun dengan BAPPEDA Propinsi daerah Tingkat I Jawa Barat.

3.1.2 Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  (BAPPEDA) Provinsi Jawa Barat
Struktur organisasi merupakan susunan organisasi yang terdiri atas fungsi dan hubungan yang menyangkut seluruh kegiatan dalam mencapai tujuan. Sesuai dengan keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 57 Tahun 2001 tentang tugas pokok,fungsi dan rincian tugas unit badan perencanaan daerah propinisi Jawa Barat yang merupakan penjabaran dengan diberlakukannya peraturan daerah Provinsi Jawa Barat.
Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)        
   Gambar 1.2
    Struktur Organisasi Bappeda Provinsi jawa Barat
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Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Jawa  Barat

1. Kepala Badan 
Kepala Badan Perencanaan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan lingkup perencanaan pembangunan daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :
a. perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan;
b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas lingkup perencanaan pembangunan daerah; dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
e. pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan penyelenggaraan kegiatan Badan.
2. Sekretariat 
a. Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan lingkup kesekretariatan.
Untuk melaksanakan tugas pokok, Sekretariat mempunyai fungsi:
1. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan kesekretariatan; 
2. Pelaksanaan kesekretariatan Badan yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan program
3. Pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaran tugas-tugas Bidang.
4. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana, program, evaluasi dan pelaporan kegiatan badan
5. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Bidang; dan 
6. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan kesekretariatan
b. Sekretaris membawahi 2 ( dua ) Sub Bagian yaitu :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Sub bagian Keuangan dan Program
1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup umum dan kepegawaian;
Untuk melaksanakan Fungsinya, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai Fungsi :
1. Menyusun rencana dan program pengelolaan lingkup administrasi umum dan kepegawaian
2. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan dinas, penyelenggaraan kerumahtanggaan dinas, pengelolaan perlengkapan dan administrasi perjalanan dinas
3. Pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai.
4. Evaluasi dan pelaporan kegiatan lingkup administrasi Umum dan Kepegawaian
2) Sub bagian Keuangan dan Program mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas sekretariat lingkup keuangan dan program. 
Untuk menjalankan tugas pokoknya Sub bagian Keuangan  dan Program mempunyai fungsi :
1. Penyusunan rencana dan program pengelolaan administrasi Keuangan dan Program
2. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi  kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi penyusunan anggaran, koordinasi pengelolaan dan pengendalian keuangan dan menyusun laporan dinas.
3. Pelaksanaan pengendalian program meliputi : kegiatan penyiapan bahan rencana kegiatan dinas, koordinasi penyusunan rencana dan program dinas, serta koordinasi pengendalian program.
4. Evaluasi dan pelaporan administrasi Keuangan dan Program
3. Bidang Perencanaan Fisik dan Tata Ruang 
Bidang Perencanaan Fisik dan Tata Ruang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bappeda dengan lingkup perencanaan fisik dan tat ruang.
Untuk melaksanakan tugas pokok, Bidang Perencanaan Fisik dan Tata Ruang mempunyai fungsi: 
a. penyusunan bahan perumusan kebijakan  teknis perencanaan lingkup tata ruang dan lingkungan hidup serta infrastruktur dan prasarana kota.
b. penyusunan petunjuk teknis lingkup perencanaan pembangunan tata ruang dan lingkungan hidup serta infrastruktur dan prasarana kota
c. pembinaan dan pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan lingkup tata ruang dan lingkungan hidup serta infrastruktur dan prasarana kota; dan
d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan lingkup tata ruang dan lingkungan hidup serta infrastruktur dan prasarana kota
   Kepala Bidang Fisik dan tata ruang membawahi 2 ( dua ) Sub Bidang  yaitu : 
1) Sub Bidang tata ruang dan lingkungan hidup, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang perencanaan fisik dan tata ruang lingkup tata ruang dan lingkungan hidup.
Untuk menjalankan tugas pokoknya,  Sub Bidang tata ruang dan lingkungan hidup mempunyai fungsi:
1. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup tata ruang dan lingkungan hidup
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan lingkup tata ruang dan lingkungan hidup
3. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan lingkup tata ruang dan lingkungan hidup yang meliputi penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota dan Lingkungan Hidup, penyusunan rencana  pembangunan pengelolaan kawasan  tata ruang dan lingkungan hidup, serta kerjasama perencanaan pembangunan tata ruang dan lingkungan hidup
4. Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan lingkup tata ruang dan lingkungan hidup
2) Sub Bidang Infrastruktur dan Prasarana Kota mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Perencanaan fisik dan tata ruang lingkup infrastruktur dan prasarana kota.   
Untuk menjalankan tugas pokoknya, Sub Bidang Infrastruktur dan Prasarana Kota mempunyai fungsi :
1. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup Infrastruktur dan Prasarana Kota
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan lingkup Infrastruktur dan Prasarana Kota
3. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan lingkup Infrastruktur dan Prasarana Kota yang meliputi penyusunan Rencana pembangunan Infrastruktur dan Prasarana Kota,  serta kerjasama perencanaan Infrastruktur dan Prasarana Kota
4. Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan lingkup Infrastruktur dan Prasarana Kota
4. Penelitian dan Pengembangan 
Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bappeda dengan lingkup penelitian dan pengembangan.
Untuk melaksanakan tugas pokok, Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi.
a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup penelitian dan pengembangan tata ruang dan infrastruktur serta ekonomi dan sosial budaya.
b. penyusunan petunjuk teknis lingkup penelitian dan pengembangan pembangunan tata ruang dan infrastruktur serta ekonomi dan sosial budaya.
c. pelaksanaan dan pengkoordinasian penelitian dan pengembangan lingkup tata ruang dan infrastruktur serta ekonomi dan sosial budaya; dan
d. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup tata ruang dan infrastruktur serta ekonomi dan sosial budaya.
Bidang penelitian dan pengembangan mempunyai 2(dua) Sub Bidang Yaitu :
1) Sub Bidang Tata Ruang dan Infrastruktur, mempunyai tugas Pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang penelitian dan pengembangan lingkup tata ruang dan infrastruktur;
Untuk menjalankan tugas pokoknya, Sub Bidang Tata Ruang   dan Infrastruktur mempunyai fungsi :
1. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup Tata Ruang dan Infrastruktur 
2. Penyiapan bahan penelitian dan pengembangan lingkup Tata Ruang dan Infrastruktur 
3. Pelaksanaan Penelitian dan pengembangan lingkup Tata Ruang dan Infrastruktur yang meliputi : penyiapan bahan penelitian, pengkajian, dan telaahan terhadap masalah-masalah strategis tata ruang dan infra struktur sebagai rekomendasi kebijakan, kerjasama penelitian dan pengembangan tata ruang dan infrastuktur. 
4. Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan lingkup tata ruang dan infrastuktur.
2) Sub Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya mempunyai tugas pokok Melaksanakan sebagian tugas bidang penelitian dan pengembangan lingkup ekonomi dan sosial budaya.
Untuk menjalankan tugas pokoknya, Sub Bidang ekonomi dan sosial budaya mempunyai fungsi :
1.  Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup  ekonomi dan sosial budaya
2. Penyiapan bahan penelitian dan pengembangan lingkup ekonomi dan sosial budaya
3. Pelaksanaan Penelitian dan pengembangan lingkup Tata Ruang dan Infrastruktur yang meliputi : Penyiapan bahan penelitian, pengkajian, dan telaahan terhadap masalah-masalah strategis ekonomi dan sosial budaya sebagai rekomendasi kebijakan, kerjasama penelitian dan pengembangan ekonomi dan sosial budaya. 
4. Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan lingkup tata ekonomi dan sosial budaya. 

5. Perencanaan Ekonomi 
Bidang Perencanaan Ekonomi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bappeda lingkup perencanaan ekonomi.
Untuk melaksanakan tugas pokok, Bidang Perencanaan Ekonomi mempunyai fungsi:
a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan lingkup koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) serta pengembangan usaha daerah.
b. penyusunan petunjuk teknis lingkup perencanaan pembangunan koperasi dan UKM serta pengembangan usaha daerah.
c. pembinaan dan pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan ekonomi, koperasi dan UKM serta pengembangan usaha daerah; dan
d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup ekonomi, koperasi dan UKM serta pengembangan usaha daerah.
Bidang Perencanaan Ekonomi mempunyai 2 (dua) Sub Bidang 
yaitu:
1) Sub Bidang Koperasi dan UKM mempunyai tugas pokok, Melaksanakan sebagian tugas bidang perencanaan ekonomi lingkup koperasi dan UKM.
Untuk menjalankan tugas pokoknya, Sub Bidang Koperasi dan UKM mempunyai fungsi :
1. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup Koperasi dan UKM
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan koperasi dan UKM
3. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan lingkup koperasi dan UKM yang meliputi penyusunan pedoman dan standar perencanaan pembangunan koperasi dan UKM, penyusunan rencana pembangunan pengelolaan koperasi dan UKM, serta kerjasama perencaaan pembangunan koperasi dan UKM
4. Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan lingkup Koperasi dan UKM
2) Sub Bidang Pengembangan Usaha Daerah, mempunyai tugas  pokok Melaksanakan sebagian tugas bidang perencanaan ekonomi lingkup pengembangan usaha daerah.
Untuk menjalankan tugas pokoknya, Sub Bidang Pengembangan Usaha Daerah mempunyai Fungsi :
1. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup Pengembangan Usaha Daerah
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan Pengembangan Usaha Daerah
3. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan Pengembangan Usaha Daerah yang meliputi penyusunan pedoman dan standar perencanaan pembangunan Pengembangan Usaha Daerah, penyusunan rencana pembangunan pengelolaan Pengembangan Usaha Daerah, serta kerjasama perencaaan pembangunan Pengembangan Usaha Daerah
4. Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan lingkup Pengembangan Usaha Daerah 
6. Sosial Budaya dan Sumber Daya Pemerintahan 
Bidang Sosial Budaya dan Sumber Daya Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bappeda dengan lingkup sosial budaya dan sumber daya pemerintahan.
Untuk melaksanakan tugas pokok, Bidang Sosial Budaya dan Sumber Daya Pemerintahan mempunyai fungsi :
a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan lingkup sumber daya pemerintahan dan aparatur serta sosial budaya.
b. penyusunan petunjuk teknis lingkup perencanaan pembangunan sumber daya pemerintahan dan aparatur serta sosial budaya.
c. pembinaan dan pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan lingkup sumber daya pemerintahan dan aparatur serta sosial budaya; dan
d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup perencanaan pembangunan sumber daya pemerintahan dan aparatur serta sosial budaya
Bidang Sosial Budaya dan Sumber Daya pemerintahan mempunyai 2 (dua) Sub Bidang yaitu :
1) Sub Bidang Sumber Daya Pemerintahan dan Aparatur, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang sosial budaya dan sumber daya pemerintahan lingkup sumber daya pemerintahan dan aparatur;
Untuk menjalankan tugas pokoknya,  Sub Bidang Sumber Daya Pemerintahan dan Aparatur mempunyai fungsi :
1. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup Perencanaan pembangunan Sumber Daya Pemerintahan dan Aparatur
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan Sumber Daya Pemerintahan dan Aparatur
3. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan Sumber Daya Pemerintahan dan Aparatur yang meliputi penyusunan pedoman dan standar perencanaan pembangunan Sumber Daya Pemerintahan dan Aparatur, penyusunan rencana pembangunan pengelolaan Sumber Daya Pemerintahan dan Aparatur, serta kerjasama perencaaan pembangunan Sumber Daya Pemerintahan dan Aparatur
4. Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan lingkup Sumber Daya Pemerintahan dan Aparatur
2) Sub Bidang Sosial Budaya, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang sosial budaya dan sumber daya pemerintahan lingkup sosial budaya.
Untuk menjalankan tugas pokoknya, Sub Bidang Sosial Budaya mempunyai Fungsi :
1. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup Perencanaan pembangunan Sosial Budaya
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan lingkup Sosial Budaya
3. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan lingkup Sosial Budaya yang meliputi penyusunan pedoman dan standar perencanaan pembangunan Sosial Budaya, yaitu perencanaan pembangunan pendidikan, kesehatan, sosial, pemberdayaan masyarakat, dan pemberdayaan perempuan, penyusunan rencana pengelolaan sosial budaya, serta kerjasama perencaaan pembangunan sosial budaya 
4. Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan lingkup sosial Budaya
7. Statistik dan Pelaporan 
Bidang Statistik dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bappeda dengan lingkup statistik dan pelaporan.
Untuk melaksanakan tugas pokok, Bidang Statistik dan Pelaporan mempunyai fungsi: 
a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup statistik dan pelaporan.
b. penyusunan petunjuk teknis lingkup statistik dan pelaporan.
c. pelaksanaan dan koordinasi lingkup statistik dan pelaporan; dan
d. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup statistic dan pelaporan.
Bidang statistik dan pelaporan mempunyai 2 (dua) Sub Bidang Yaitu :
1) Sub Bidang Statistik mempunyai tugas pokok melaksanakan Sebagian tugas Bidang Statistik dan pelaporan lingkup statistik;
Untuk menjalankan tugas pokoknya, Sub Bidang Statistik mempunyai fungsi:
1. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup statistic
2. Penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup statistic
3. Pelaksanaan lingkup statistik yang meliputi: pendataan, penyelenggaraan survey, penyusunan, pengkajian, dan penyajian data statistik, pengelolaan informasi statistik kota, penyelenggaraan kerjasama antar lembaga untuk pengembangan statistik kota serta penyusunan Bandung dalam Angka.
4. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup statistik
2) Sub Bidang Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan Sebagian tugas Bidang statistik dan Pelaporan lingkup pelaporan.
Untuk menjalankan tugas pokoknya, Sub Bidang pelaporan mempunyai fungsi :
1. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pelaporan.
2. Penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup pelaporan.
3. Pelaksanaan lingkup pelaporan yang meliputi : pengumpulan data bahan laporan dan pengkoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan badan. 
4. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pelaporan. 

3.1.3 Tugas Pokok Dan Fungsi BAPPEDA Provinsi Jawa Barat
BAPPEDA Tingkat 1 bertugas membantu Gubernur Kepala Daerah dalam menentukan kebijaksanaan serta menilai  pelaksanaan rencana pembangunan di Daerah Tingkat I, sedangkan BPPEDA tingkat II bertugas membantu, Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II dalam menentukan kebijaksanaan serta menilai Pelaksanaan rencana pembangunan Daerah tingkat II.
Dalam pelaksanaan tugasnya, BAPPEDA Tingkat I dan BAPPEDA Tingkat II harus berusaha memadukan rencana Nasional dan rencana Derah sertaq mengkoordinasi aspek-aspek perencannaan dari seluiruh unit vertikal yang ada di wilayahnya.
Sedangkan Fungsi BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Adalah sebagai Berikut:
a. menyusun pola dasar Pembangunan daerah yang terdiri dari pola umum pembangunan Daerah jangka panjang dan pola umum PELITA Daerah, menyusun REPELITA  Daerah, menyusun program Tahunan Daerah.
b. Mengkoordinasikan perencanaan di antara dinas-dinas, datuan organisasi lain dalam lingkungan pemerintah Daerah, Instansi – instansi Vertikal, Daerah-dearah Tingkat II dan Badan-badan lain yang berada di wilayah Daerah tingkat I yang bersangkutan.
c. Menyusun RAPBD Tingkat I bersama-sama  dengan Biro keuangan Daerah dengan Koordinasi dan atau mengadakan penelitiian bagi kepentingan pembanguna di daerah.
d. Memonitoring pelaksanaan pembangunan di daerah.
e. Melakukan kegiatan lainnya daklam rangka perencanaan sesuai dengan petunjuk Gubernur Kepala Daerah TK.I

3.1.4 Visi Dan Misi BAPPEDA Provinsi Jawa Barat
“Terwujudnya Bappeda Sebagai Lembaga Perencanaan Pembangunan Yang Kredibel Dalam Memantapkan Kota Bandung Sebagai Kota Jasa Bermartabat”
Sedangkan Misi BAPPEDA provinsi Jawa barat sebagai berikut:
1. Meningkatkan kompetensi aparatur perencanaan pembangunan daerah kota Bandung yang  profesional 
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana perencanaan  pembangunan yang memadai
3. Memantapkan sistem pengelolaan perencanaan pembangunan daerah  yang terintegrasi dan transparan
4. Meningkatkan sinergitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan internal daerah,  antar Pemerintah Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat
5. Meningkatkan kerjasama perencanaan pembangunan dengan dunia usaha dalam dan luar negeri.





3.2  Gambaran Umum Kepemimpinan BAPPEDA Provinsi Jawa Barat 
3.2.1 Peranan Kepemimpinan Dalam Meningkatkan Semangat Kerja Pegawai 
Kepemimpinan Kepala Badan Perencanaan Daerah Dalam Meningkatkan Semangat Kerja Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Perencanaan Daerah (Bapeda) Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 yang dipimpin oleh kepela Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang di pimpin oleh Prof.dr.ir. Deny juanda puradimaja, dea  jabatan beliau sebagai pemimpin BAPPEDA Kepala Badan Perencanaan  Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, beliau sangat slektif dalam menjalankan tugas-tugasnya.
Peranan seorang pemimpin BAPPEDA sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi yang diinginkan termasuk organisasi pemerintahan di Badan Perencanaan pembangunan daerah (BAPPEDA) Provinsi jawa Barat, terutama berkaitan dengan peningkatan semangat kerja pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya. Semangat kerja pegawai merupakan hasil kerja yang dapat dicapai seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi. 
Faktor kepemimpinan mempunyai peran yang sangat penting dalam meningkatkan Semangat kerja pegawai karena kepemimpinan yang efektif memberikan pengarahan terhadap usaha-usaha semua pekerja dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi. Kepemimpinan yang efektif dibutuhkan pemimpin untuk dapat meningkatkan semangat kerja semua pegawai dalam mencapai tujuan organisasi sebagai instansi pelayanan publik. Dengan demikian, kepemimpinan dapat menjadi pedoman yang baik dalam peningkatan semangat kerja pegawai.

3.2.2  Data Pegawai  BAPPEDA Provinsi Jawa Barat
Pegawai BAPPEDA Provinsi Jawa Barat merupakan Pegawai provinsi  Jawa barat yang secara langsung di bawahi sekertariat Daerah dan Gubernur jawa Barat. BAPPEDA yang  berada di bawah Gubernur Jawa barat di klasifikasikan susunannya menjadi dua, yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Negeri Sipil (Non PNS). Jam kerja Pegawai dimulai pada hari senin sampai jumat  pukul 07.30 sampai pukul 16.00 WIB. Prinsip disiplin sangat diterapkan kepada para pegawai BAPPEDA jawa barat. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan semangat kerja Pegawai untuk lebih efektif dan efisien.
Di bawah ini adalah data pegawai di lingkup  Badan Perencanaan pembangunan Daerah BAPPEDA provinsi Jawa barat tahun 2009.






TABEL 1.2  
DATA PEGAWAI NEGERI SIPIL
UNIT ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
JL. IR. H. JUANDA NO. 287 BANDUNG
	NO
	NAMA
	NIP
	JABATAN

	1
	Prof.dr.ir. Deny juanda puradimaja, dea
	131414797
	Kepala badan perencanaan  pembangunan daerah provinsi jawa barat

	2
	Dr. Ir. Saeful bachrein, m.sc

	195207281981011001

	Jf / peneliti pada bappeda provinsi jawa barat


	3
	Ir.h. Setra yuhana

	196110141987091001

	Sekretaris pada bappeda provinsi jawa barat


	4
	Ir. H. Miskar sutresna sunandaka

	194505191965071001

	Jf / peneliti pada bappeda provinsi jawa barat


	5
	Drs. H. Sonny djoko santoso, m.si

	195412121982031014

	Komite perencana pada bappeda provinsi jawa barat


	6
	Ir.h darmawan purwasasmita dipl.he

	195602271982011002

	Komite perencana pada bappeda provinsi jawa barat


	7
	Drs. H. Tio indra setiadi

	010 169 645

	Komite perencana pada bappeda provinsi jawa barat


	8
	Ir. Tresna subarna, mm

	195311121980031002

	Jf / peneliti pada bappeda provinsi jawa barat


	9
	Drs. Achmad pranusetya, mt

	195804171985031006

	Jfp / perencana madya pada bappeda provinsi jawa barat


	10
	Drs. Wawan hernawan, ma

	196211121988031004

	Kepala bidang ekonomi pada bappeda provinsi jawa barat


	11
	Drs. Idam rahmat, m.sc

	10195436

	Kepala bidang pemerintahan pada bappeda provinsi jawa barat


	12
	Hj. Tati iriani, sh., mm

	195904221985032005

	Kepala bidang penelitian, pengendalian dan evaluasi pada bappeda provinsi jawa barat


	13
	Ir. Ida farida, mp

	195903031986032005

	Jf / perencana madya pada bappeda provinsi jawa barat


	14
	Ir. Edi supari, m.si

	196807201989031000

	Kepala sub.bidang kerjasama pembangunan pada bidang pemerintahan


	15
	Ir. Dicky saromi, m.sc

	196505051992021000

	Kepala bidang penataan ruang dan lingkungan hidup pada bappeda provinsi jawa barat


	16
	Dra. Hj. Ferrus syammach, m.si

	196402111990032000

	Kepala sub.bagian kepegawaian dan umum pada  bidang sekretariat


	17
	Drs. Dedi taufikkurohman, m.si

	196710111993031000

	Kepala bidang pendanaan pembangunan pada bappeda provinsi jawa barat


	18
	Drs. Endang suparman wijaya, m.si

	195908181993011001

	Kepala sub.bidang ppe fisik, ekonomi pendanaan pembangunan pada bidang penelitian pengendalian dan evaluasi


	19
	Khoirul naim, skm

	197006151996021000

	Kepala  bidang sosial dan budaya


	20
	Dra. Siti farida, m.si

	19640121199203200

	Kepala sub. Bidang dunia usaha, industri perdagangan dan pariwisata pada bidang ekonomi


	21
	Jatti indriati, sh., m.si

	197101231996032005

	Kepala sub.bidang aparatur, politik dan hukum pada bidang pemerintahan


	22
	Dra. Hj. Susiawati

	196107201991032000

	Kepala sub.bagian keuangan pada bidang sekretariat


	23
	Ir. Momon rivai, m.sc.

	196103231993031000

	Kepala sub.bidang non anggaran pendapatan belanja pada bidang pendanaan pembangunan


	24
	Rina rahdianawati, se., m.si

	196804301994032003

	Kepala sub.bidang ppe sosial, budaya dan pemerintahan pada bidang penelitian pengendalian dan evaluasi


	25
	Eko priastono, st.,mppm

	196504011998031003

	Kepala sub.bidang tata ruang dan lingkungan hidup pada bidang fisik


	26
	Dedi supriadi, st.,mt

	196504251998031002

	Kepala sub.bidang anggaran pendapatan belanja daerah pada bidang pendanaan pembangunan


	27
	Hj. Linda al amin, st.,mt

	196706301998032005

	Kepala sub.bidang infrastruktur wilayah pada bidang fisik


	28
	Hanifah, s.si., m.si

	197108151998031002

	Kepala sub.bidang pendidikan dan kebudayaan pada bidang sosial dan budaya


	29
	Hj. Tita nurroswita, sp.,mm

	197303132000032005

	Kepala sub bagian perencanaan dan  program pada sekretariat

















BAB IV
HASIL DAN  PEMBAHASAN LAPORAN KKL

Kepemimpinan Kepala Badan Dalam Meningkatkan Semangat Kerja Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Perencanaan pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Barat Tahun 2009. Merupakan suatu bentuk kegiatan kepemimpinan yang di terapkan di BAPPEDA Provinsi Jawa Barat dalam meningkatkan semangat kerja pada pegawai. Dengan 
Kepemimpinan Kepala Badan Dalam Meningkatkan Semangat Kerja Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Perencanaan pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Barat Tahun 2009.dilihat dari 4 (empat) faktor yang di kemukakan oleh Natzir Nasrulah terdiri atas Interaksi dan harapan, Humanistic theory, Exchange theory, Situasional, Dimana keempat aspek tersebut digunakan untuk menjelaskan bagaimana keadaan sebenarnya tentang Kepemimpinan Kepala Badan Dalam Meningkatkan Semangat Kerja Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Perencanaan pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Barat Tahun 2009





4.1	 Proses Interaksi dan harapan Kepemimpinan Kepala Badan Dalam Meningkatkan Semangat Kerja Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Perencanaan pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Jawa Barat Tahun 2009.
Untuk mengetahui proses Interaksi dalam melaksanakan tugasnya Kepemimpinan Kepala Badan Dalam Meningkatkan Semangat Kerja Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Perencanaan pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Barat Tahun 2009, terdapat faktor yang mempengaruhi teori harapan seperti faktor penguatan, Adapun penjelasan dari faktor tersebut dapat di uraikan sebagai berikut.

4.1.1  Proses  Interaksi dan harapan antara Pemimpin Dan Pegawai
Interaksi harapan berpegang pada motivasi untuk berperilaku yang menghasilkan kombinasi keinginan yang diharapkan sebagai hasil. Dasar dari faktor harapan adalah prinsip hedonism (paham yang dianut orang yang mencari kesenangan semata-mata). Secara umum,faktor harapan dapat digunakan untuk memperkirakan perilaku setiap situasi di mana ada dua pilihan alternatif atau lebih yang dibuat.
Kualitas interaksi dan harapan antara seorang pemimpin Kepala  Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan pegawai negeri sipil juga diyakini sangat berpengaruh terhadap pegawai, Interaksi antara pemimpin  Kepala  Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan pegawai negeri sipil yang berkualitas tinggi karena pemimpin Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) selalu memberikan semangat kerja terhadap pegawainya,sehingga pegawainya dapat termotivasi untuk melakukan lebih dari yang diharapkan. 
akan meningkatkan semangat kerja pegawai dan produktifitas kerja,dan kinerja pegawai negeri sipil di BAPPEDA. Faktor interaksi antara pemimpin dan pegawai negeri sipil di BAPPEDA berkualitas tinggi maka seorang pemimpin  akan berpandangan positif terhadap pegawai negeri sispil di BAPPEDA sehingga pegawainya bahwa pemimpin banyak memberikan dukungan dan semangat. Hal ini mengatakan rasa percaya dan hormat pegawai pada pimpinan sehingga mereka termotivasi untuk melakukan lebih dari yang diharapkan oleh pemimpin mereka.
Pada dasarnya suatu organisasi secara formala akan menentukan bagai mana cara seorang pegawai bertindak dalam pekerjaannya melalui deskripsi jabatannya yang sudah ada, dalam kenyataannya yang terjadi seorang melakukan pekerjaannya bukan hanya berdasarkan deskripsi jabatan melainkan juga melalui proses pembentukan peran.
Kualitas interaksi antara pegawai BAPPEDA inilah yang mendasari teori kepemimpinan pertukaran antara pegawai dan pimpinan. Menurut teori kepemimpinan ini, kualitas antara seorang pemimpin dan seorang pegawai adalah bervariasi terletak pada suatu kontinum, mulai interaksi dari yang berkualitas tinggi sampai dengan interaksi yang berkualitas rendah. Selanjutnya kualitas antara pemimpin dan pegawai BAPPEDA  yang terjadi akan mempengaruhi kepemimpinan seorang pemimpin.karena itu seorang pemimpin akan menerapkan gaya kepemimpinan yang berbeda.

4.1.2 Faktor penguatan dalam kepemimpinan kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam meningkatkan semangat kerja pegawai negeri sipil di provinsi jawa barat
Faktor penguatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Merupakan suatu dorongan yang mengemukakan bahwa maksud-maksud seorang individu mengarahkan tindakannya. Dalam faktor penguatan ini BAPPEDA mempunyai suatu pendekatan perilakuan untuk memusatkan pada apa yang terjadi kepada pegawai dalam mengambill suatu keputusan atau tindakan yang akan dilakukan bahwa penguatan yang mengkondisikan perilaku.
Faktor penguatan dalam kepemimpinan disini mengabaikan keadaan, Dari individu dan memusatkan semata-mata pada apa yang terjadi pada seorang bila ia mengambil sesuatu tindakan. Karena tidak memperdulikan apa yang mengawali perilaku, dalam arti yang seksama, faktor  ini bukanlah faktor motivasi. Tetapi faktor ini memang memberi suatu cara analisis yang ampuh terhadap apa yang mengendalikan perilaku, dan untuk alasan inilah faktor ini lazim untuk dipertimbangkan oleh kepemimpinan kepela Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), karena Bagaimanapun, dalam bentuknya yang murni, faktor penguatan mengabaikan perasaan, sikap, pengharapan, dan variable kognitif lainnya yang dikenal sebagai berdampak terhadap perilaku. 

4.1.3 Hubungan Antara Kepemimpinan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Dengan Pegawai Negeri sipil di Provinsi Jawa Barat
Hubungan dan interaksi yang berlangsung di BAPPEDA dapat berjalan harmonis. Karena adanya keterbukaan dimana setiap anggota organisasi memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh informasi dan memiliki kesempatan yang sama untuk memberi informasi dalam mencapai tujuan. Semakin baik hubungan dan interaksi yang terbentuk antara BAPPEDA dan pegawainya semakin baik pula kesetiakawanan dan kebersamaan yang tumbuh di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sehingga tumbuh sikap saling mengikat antara pemimpin dan pegawai.
Pegawai  sebagai individu memiliki banyak kepentingan dan tujuan dalam melaksanakan dan mengkoordinasikan tugasnya dalam organisasi di BAPPEDA, Pegawai bersedia melaksanakan setiap kegiatan dan tugas dengan penuh tanggung jawab dan perhatian yang tinggi. Untuk itu pegawai pegawai negeri sipil di BAPPEDA harus dimuliakan dihormati dan dipuaskan, rasa puas dan bangga dalam bekerja hanya mungkin diraih dengan adanya kepercayaan yang diberikan oleh pemimpin atau pimpinan BAPPEDA tempatnya bekerja terhadap proses karja dan hasil kerja yang dicapainya.
hubungan dan interaksi yang berlangsung di badan Perencanaan daerah (BAPPEDA) dapat berjalan harmonis, untuk itu dibutuhkan keterbukaan dimana setiap anggota organisasi memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh informasi dan memiliki kesempatan yang sama untuk memberi informasi dalam mencapai tujuan. Semakin baik hubungan dan interaksi yang terbentuk akan semakin baik pula kesetiakawanan dan kebersamaan yang tumbuh sehingga tumbuh sikap saling mengikat diantara sesama pegawai yang ada. 

4.2 Motivasi Kerja Yang Di Berikan Pemimpin Kepada Pegawai  Pada  Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Dalam Meningkatkan Semangat Kerja Provinsi Jawa Barat.
 Untuk mengetahui bagaimana seorang pemimpin BAPPEDA provinsi Jawa Barat dalam memberikan informasi  dan motivasi kepada pegawai negeri sipil di BAPPEDA, Karena pada dasarnya Kepemimpinan adalah kekuasaan untuk mempengaruhi seseorang, baik dalam mengerjakan sesuatu atau tidak mengerjakan sesuatu, bawahan dipimpin dari bukan dengan jalan menyuruh atau mondorong dari belakang. Masalah yang selalu terdapat dalam membahas fungsi kepemimpinan adalah hubungan yang melembaga hubungan antar pemimpin denga yang dipimpin, pemimpin kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), selalu melayani pegawainya tersebut seperti pegawainya melayani pemimpinnya. Penelitian ini menggambarkan  bahwa motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap semangat kerja  pegawai, artinya bahwa motivasi kerja memang sangat diperlukan oleh seorang pegawai untuk dapat mencapai suatu semangat yang tinggi meskipun menurut sifatnya semangat itu sendiri besarannya sangat relatif atau berbeda antara satu orang dengan orang lainnya. Tetapi secara keseluruhan, para responden menyatakan bahwa selama bekerja di kantor atau BAPPEDA mereka menyatakan merasa puas atas motivasi kerja yang selama ini diberikan oleh manajemen kepada para pegawai. Dibawah ini ada beberapa faktor yang mendukung berhasilnya kepala badan dalam memberikan proses motivasi di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi jawa Barat. 
a. Pemenuhan kebutuhan materiel
b. Pemberian pakaian dinas
c. Pemberian fasilitas
d. Pemberian penghargaan berupa pujian atas hsil pekerjaannya.
e. Pegawai diikutsertakan dalam kegiatan penyusunan rencana 
f. Menempatkan pegawai sesuai dengan bakat dan keahliannya.
g. Pemberian ceramah keagamaan.
h. Memberikan dorongan untuk meningkatkan semangat kerja kepada
i. Perlengkapan/sarana kerja yang cukup
j. Pemberian kesempatan untuk mengikuti pendidikan kepada pegawai.


4.2.1 Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Motivasi kerja Pegawai Negeri Sipil Di BAPPEDA Provinsi Jawa Barat.
Hasil penelitian ini membuktikan bahwa kepemimpinan terhadap motivasi pegawai negeri sipil di BAPPEDA provinsi Jawa barat. berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kinerja BAPPEDA, artinya meskipun motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap semangat kerja tetapi belum tentu mempengaruhi kinerja BAPPEDA. Hal ini dapat terjadi karena pegawai yang merasa puas karena telah dipenuhi kebutuhannya oleh manajemen dapat bekerja secara optimal. Belum optimalnya kerja seorang pegawai dibatasi oleh adanya kebijakan atasan misalnya berhubungan dengan waktu lembur,yaitu pegawai yang telah terpuaskan kebutuhannya merasa bahwa manajemen telah memberikan penghargaan kepada dirinya sehingga dia merasa harus bekerja dengan profesional artinya apa bila terdapat pekerjaan yang melekat padadirinya yang sampai dengan jam kerja belum selesai tetapi dapat diselesaikan hari tersebut, pegawai tersebut bermaksud untuk menyelesaikannya karena dedikasidan loyalitas terhadap pekerjaannya meskipun tidak diperhitungkan waktu lembur. Tetapi pihak manajemen menentukan bahwa sesuai ketentuan yang adahal tersebut tidak diperkenankan, akhirnya pegawai tersebut akan menyelesaikan pada hari berikutnya.Hal inilah yang salah satunya menjadi suatu pertimbangandan alasan bahwa motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja tetapi motivasi kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja BAPPEDA.

4.3 Proses Pertukaran Informasi Antara Pimpinan Dan Pegawai Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Dalam Meningkatkan Semangat Kerja Provinsi Jawa Barat
Pertukaran informasi atau penyampaian informasi yang mengutamakan kejelasan dan ketepatan dalam melaksanakan kepemimpinan kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam meningkatkan semangat kerja pegawai negeri sipil di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) adalah sangat penting dimana dengan kejelasan dan ketepatan informasi tersebut akan memudahkan pemimpin dalam memberikan informasi pada pegawai dan dari pegawai kepada kepala badan, khususnya dalam melaksanakan kepemimpinan kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam meningkatkan semangat kerja pegawai negeri sipil di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) provinsi Jawa barat, berdasarkan hasil laporan KKL mengenai pertukaran informasi atau transformasi dalam meningkatkan semangat kerja pegawai negeri sipil di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) provinsi Jawa barat mempunyai peran yang sangat penting bahwa dalam meningkatkan semangat kerja pegawai negeri sipil yang ada harus dating kepada setiap individu personal yang ada di BAPPEDA Provinsi Jawa Barat. Hal ini dilakukan agar dalam meningkatkan semangat kerja pegawai negeri sipil di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Jawa barat yang ada sesuai dapat sesuai dengan rencana dan kapasitas yang ada.
Dari hasil laporan KKL ini dapat diperoleh bahwa dengan meningkatkan semangat kerja pegawai negeri sipil di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) provinsi Jawa barat jauh lebih baik dan memberikan kemajuan dan kemudahan dalam memberikan proses pertukaran informasi, hal ini sudah dapat dilaksanakan dan dijalankan dengan baikoleh pegawai yang ada di BAPPEDA Provinsi Jawa barat sampai sekarang. Pertukaran informasi yang dimaksudkan dalam penyampaian informasi atau pertukaran informasi yang ada dapat dilakukan oleh atasan atau kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Barat, kepada pegawainya baik Kepala Bidang atau Kepala subbidang maupun staff yang ada di BAPPEDA Provinsi Jawa Barat, pertukaran informasi ini dapat juga berupa transformasi informasi dari atasan atau kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Barat dalam meningkatkan semangat kerja pegawai negeri sipil di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Jawa barat, sehingga memerlukan sosialisasi mengenai semangat kerja.
Selanjutnya pertukaran informasi juga dilakukan dengan melibatkan peran serta pegawai BAPPEDA Provinsi Jawa Barat itu sendiri. Dari hasil laporan KKL ini terlihat bahwa di BAPPEDA yang dipimpin oleh kepala BAPPEDA, membuat aturan yang menyangkut kedisiplinan pegawai yang secara teknis memerlukan interaksi antara pemimpin denagn pegawai atau staff yang ada. Dengan di BAPPEDA Provinsi Jawa Barat terjadi proses pertukaran infiformasi yang mengarah pada transfaransi walaupun secara keseluruhan belum berjalan sesuai recana. 
Dalam pelaksanaan KKL ini proses pertukaran informasi yang ada di Provinsi Jawa Barat memberikan manfaat di bandingkan sebelumnya. Dimana hubungan antara pemimpin dengan pegawai akan mengalami kemajuan dengan adanya pertukaran informasi antara pemimpin BAPPEDA Provinsi Jawa Barat dengan pegawai.
Proses pertukaran informasi merupakan Antara Pimpinan Dan Pegawai Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Dalam Meningkatkan Semangat Kerja Provinsi Jawa Barat proses yang rumit sehingga membutuhkan mediator sebagai pihak yang menjembatani penyampaian informasi sehingga tidak terjadi kesalah pahaman antar anggota serta krisis informasi sesama anggota suatu organisasi/institusi. Oleh karena itu, diperlukan adanya pegawai  sebagai pihak yang berperan dalam menyalurkan informasi, sehingga terjalin penyampaian dan pertukaran pesan/ informasi yang efektif didalam lingkungan organisasi guna menunjang keberhasilan dalam pencapaian tujuan institusi. Antara Pimpinan Dan Pegawai Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Dalam Meningkatkan Semangat Kerja Provinsi Jawa Barat.
Kegiatan utama dari pegawai dalam mewakili top management suatu organisasi/institusi, merupakan bentuk kegiatan two ways communication ,ciri khas dari fungsi dan peranan pegawai Hal tersebut dikarenakan salah satu tugas humas ialah bertindak sebagai nara sumber informasi dan merupakan saluran informasi. 
Sedangkan kualitas komunikasi vertikal berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi komunikasi vertikal dengan kata lain seberapa mendalamnya komunikasi vertikal dilaksanakan dalam suatu institusi. Tak dapat dipungkiri, dalam birokrasi, humas memang tidak diberi keleluasaan untuk melaksanakan fungsinya. Humas pada pemerintahan lebih cocok disebut sebagai society relations, yang hanya dapat menyampaikan sesuatu yang telah dibatasi karena bagaimanapun ada sosial responsibility yang melekat padanya. 
Ada banyak faktor mengapa peran humas pemerintahan tidak berjalan optimal. Setidak-tidaknya ada dua faktor eksternal maupun internal yang mempengaruhi peran pegawai negeri sipil di BAPPEDA. Disatu pihak humas harus menyampaikan image positif institusi kepada publik, di lain pihak citra buruk birokrasi begitu mendalam terpatri di pikiran publik. Kondisi demikian membuat pimpinan lantas mengeliminasi peran humas sebagai ”corong” kepada publik. Pimpinan khawatir, humas salah menyampaikan informasi atau mengakui aib pimpinan atau lembaganya.

4.4 Bagaimana situasional Pemimpin Kepada Pegawai  Pada  Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Dalam Meningkatkan Semangat Kerja Provinsi Jawa Barat.
Dalam kepemimpinan situasional ini kita mengenal bahwa seorang pemimpin  harus mampu menggunakan gaya yang berbeda-beda untuk tiap jenis manusia. Ada manusia yang mampu bekerja dan memang bermotivasi tinggi, manusia ini dikenal dengan nama orang yang sudah matang. Kemudian ada pula orang yang sudah bermotivasi tinggi namun belum mampu atau menguasai keterampilan untuk melakukan tugasnya. Selain itu ada orang-orang yang mampu melaksanakan tugas, namun kehilangan motivasinya. Akhirnya ada orang-orang yang tidak bermotivasi dan tidak terampil. 
Pendekatan ketergantungan pada situasi ini berkembang berdasarkan pemikiran dan penelitian yang menunjukkan bahwa situasi yang berkembang sangat berpengaruh terhadap Keberhasilan seorang pemimpin menurut teori situasional ditentukan oleh ciri kepemimpinan dengan perilaku tertentu yang disesuaikan dengan tuntutan situasi kepemimpinan dan situasi organisasional yang dihadapi dengan memperhitungkan faktor waktu dan ruang. Faktor situasional yang berpengaruh terhadap gaya kepemimpinan meliputi berbagai jenis sebagai berikut: 
a. Jenis pekerjaan dan kompleksitas tugas
b. Bentuk dan sifat teknologi yang digunakan
c. Persepsi, sikap dan gaya kepemimpinan
d. Norma yang dianut kelompok
e. Rentang kendali
f. Ancaman dari luar organisasi
g. Tingkat stress
h. Iklim yang terdapat dalam organisasi.
Kesalahan dalam menggunakan teori kepemimpinan situasional yang merupakan karya Blanchard cukup sering terjadi. 
Pertama, ada pemimin yang tidak mampu membedakan pada tingkat kematangan mana seseorang atau sekelompok orang yang ia pimpin. Hal ini berakar pada kelemahan sang pemimpin dalam sensitivitasnya. 
Kedua, ada pemimpin yang cukup peka dalam mengenali tingkat kematangan orang yang dipimpinnya, namun karena ia bukan seorang yang luwes, ia memimpin orang tadi dengan gaya yang sama dengan yang digunakannya terhadap orang lain yang kematangannya berbeda. Seringkali seorang pemimpin yang sudah sukses dengan suatu gaya di masa lalu cenderung menggunakan gaya yang itu-itu saja terhadao siapapun juga. Kegagalan 
ketiga, seorang pemimpin cukup sensitif dan cukup luwes dalam menyesuaikan gaya.



	







BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan 
	Berdasarkan uraian-uraian  diatas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan tentang Kepemimpinan Kepala Badan Dalam Meningkatkan Semangat Kerja Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Perencanaan pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Barat sebagai berikut
1. Proses interaksi dan harapan pada Kepemimpinan Kepala Badan Dalam Meningkatkan Semangat Kerja Pegawai Negeri Sipil belum dapat sepenuhnya dilaksanakan secara maksimal oleh BAPPEDA Provinsi Jawa Barat. hal ini dikarenakan bahwa dalam melaksanakan  Kepemimpinan Kepala Badan Dalam Meningkatkan Semangat Kerja Pegawai Negeri Sipil, proses kepemimpinan dalam meningkatkan semangat kerja masih dapat diperlukan peningkatan dan perbaikan. Mengingat dalam pelaksanaannya di BAPPEDA Provinsi Jawa Barat, pada proses kepemimpinan masih memerlukan pegawai yang memiliki kesadaran yang tinggi serta menjunjung ketaatan aturan di lingkup BAPPEDA Provinsi Jawa Barat yang berlaku yang diberikan pemimpin kepada pegawainya.
2. Motivasi dalam penelitian yang dilakukan hasil laporan KKl disini menunjukan bahwa motivasi yang diberikan pemimpin kepala badan Perencanaan Pembangunan daerah memberikan kemajuan yang lebih baik,akan tetepi pada dasarnya pada pelaksanaan Kepemimpinan Kepala Badan Dalam Meningkatkan Semangat Kerja Pegawai Negeri Sipil masih perlu diperbaiki.
3. Dari hasil laporan KKL ini dapat diperoleh bahwa dengan meningkatkan semangat kerja pegawai negeri sipil di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) provinsi Jawa barat jauh lebih baik dan memberikan kemajuan dan kemudahan dalam memberikan proses pertukaran informasi, hal ini sudah dapat dilaksanakan dan dijalankan dengan baikoleh pegawai yang ada di BAPPEDA Provinsi Jawa barat sampai sekarang. Pertukaran informasi yang dimaksudkan dalam penyampaian informasi atau pertukaran informasi yang ada dapat dilakukan oleh atasan atau kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Barat, kepada pegawainya baik Kepala Bidang atau Kepala subbidang maupun staff yang ada di BAPPEDA Provinsi Jawa Barat, pertukaran informasi ini dapat juga berupa transformasi informasi dari atasan atau kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Barat dalam meningkatkan semangat kerja pegawai negeri sipil di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Jawa barat, sehingga memerlukan sosialisasi mengenai semangat kerja.
4. Situasional dalam melaksanakan Kepemimpinan Kepala Badan Dalam Meningkatkan Semangat Kerja Pegawai Negeri Sipil di BAPPEDA Provinsi Jawa Barat pada pelaksanaan ini situasi harus ditingkatkan lagi,sesuai dengan landasan hukum atau aturan-aturan yang jelas sebagai pedoman dlam meningkatkan Kepemimpinan Kepala Badan Dalam Meningkatkan Semangat Kerja Pegawai Negeri Sipil di BAPPEDA Provinsi Jawa barat  yang ada, hal ini dikarenakan agar tidak terjadi penyimpangan dan salah sasaran dalam pencapaian tujuan meningkatkan Kepemimpinan Kepala Badan Dalam Meningkatkan Semangat Kerja Pegawai Negeri Sipil di BAPPEDA Provinsi Jawa Barat.

5.2 SARAN
Berdasarkan dan langkah-langkah yang telah dikemukakan maka penulis mencoba memberikan saran yang kiranya dapat di terima dan bermanfaat bagi Kepemimpinan Kepala Badan Dalam Meningkatkan Semangat Kerja Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Perencanaan pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 sebagai berikut:
1. Mengingat interaksi dan harapan dalam pelaksanaan peningkatan Kepemimpinan Kepala Badan Dalam Meningkatkan Semangat Kerja Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Perencanaan pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Barat Tahun 2009. Merupakan program kerja BAPPEDA provinsi Jawa Barat maka komunikasi antar pegawai yang menangani bidang tersebut maupun pihak eksternal, agar dapat di berikan pemahamanyang lebih untuk penyelenggaranan peningkatan Kepemimpinan Kepala Badan Dalam Meningkatkan Semangat Kerja Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Perencanaan pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Barat Tahun 2009.terhadap pegawai supaya dalam pelaksanaan kedepannya menadi lebih baik dari sebelumnya dalam hal Kepemimpinan Kepala Badan Dalam Meningkatkan Semangat Kerja Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Perencanaan pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Barat Tahun 2009.
2. Berkaitan dengan motivasi Kepemimpinan Kepala Badan Dalam Meningkatkan Semangat Kerja Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Perencanaan pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Barat, yang menyangkut masalah kepemimpinan, sebaiknya BAPPEDA lebih dapat mendorong dan memberikan motivasi supaya pegawai BAPPEDA bisa bisa dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.
3. Untuk memperlancar Kepemimpinan Kepala Badan Dalam Meningkatkan Semangat Kerja Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Perencanaan pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Barat Tahun 2009.hendaknya memberikan motipasi dan pemahaman yang sebaik-baiknya kepada pegawai negeri sipil di BAPPEDA dan memperhatikan dari permasalahan-permasalahan dari pegawai,mengangkat peran dari landasn hukum yang ada, serta dapat memanfaatkan keterampilan atau skil dari aparatur yang ada untuk meningkatkan semangat kerja pada pegawai BAPPEDA provinsi Jawa Barat.
4. Situasional atau situasi yang ada di lingkungan BAPPEDA itu sangat mendukung dengan adanya Kepemimpinan Kepala Badan Dalam Meningkatkan Semangat Kerja Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Perencanaan pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Barat Tahun 2009.
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